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DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagai
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah seria penjabaran dari Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan
yang menjadi kewenangan daerah, efisiensi, efektifitas,
akuntabilitas kinerja kelembagaan dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia sebagai upaya mewujudkan pemerintahan
yang baik;

bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu didukung
dengan kelembagaan perangkat daerah yang proporsional sesuai
dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, kemampuan
dan kondisi obyektif daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Rl Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rl

Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 fentang Pokok-Pokok
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10.

11,
12.

13.

Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3880),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota
Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Rl Tahun
2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara R Nomor4187);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4388,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rl
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor4737); _

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89,
TambahanLembaran Negara RI Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2005 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Lembaran Daerah Kota Parlaman Tahun 2008 l
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Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN

Menelapkan  : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG ORGANISAS!

DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
2.

i

el T

10.

1.

12

Daerah adalah Daerah Kota Pariaman;

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur

Penyelenggara Pemerintah Daerah;

Walikota adalah Walikota Pariaman;

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinya disebut DPRD, adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pariaman;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Pariaman;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksanatugas teknis padadinas;
Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga
semuanya menjadi kesatuan yang teratur;

Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan
suatu organisasi;

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan
Kewajiban sefiap tingkatan dan/alav susunan pemerintahan untuk mengatur dan

B Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008
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DRGANISAT DAN TATA KERJA DINAS CAERAH

mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
13. Eselonadalahtingkatan jabatan struktural.

BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah yang merupakan
bagian dari perangkat daerah;

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiridari:

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

Dinas Kesehatan;

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Dinas Pekerjaan Umum;

Dinas Tata Ruang.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

Dinas Pertanian;

Dinas Kelautan dan Perikanan;

et -l -

BAB il
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
di bidang Pendidikan, Pemudadan Olahraga.

(2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan,

(3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
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ORGAMISASI DAN TATA KERLS TEMAS DAFFAH

b. penyelenggaraan urusan pemennizhan dan pelayanan umum di bidang
pendidikan, pemudadan olahraga;

C. demmmmmmmmw
v

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(4) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas.
(5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4
(1)  Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga, terdiridari:
a. KepalaDinas.
b. Sekreianal,mertmahkan
Sub Bagian Program dan Pelaporan;
2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
3. SubBagian Keuangan.
¢. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidilan Dasar, membawahkan:
1. SeksiKurikulum;
2. SeksiTenaga Teknis.
d. Bidang SLTPdan SLTA, membawahkan:
- 1. Seksi Kurikulum;
2.  SeksiTenaga Teknis
e. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahian -
1. Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Non Formal;
2. Pengawasan Pendidikan Non Formal.
f. Bidang Pemudadan Olahraga, membawahian :
1. SeksiPemuda;
2. SeksiOlahraga.
g. UPTD.
h. Kelompok.Jabatan Fungsional.

(2) Sekretarial, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekrefaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala
UPTD beradadi bawah dan berianggungjawab kepada Kepala Dinas

(3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian yang berada di bawzh dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan beriangoungiawab kepada Kepala Bidang.

() Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawsb kepada

B Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008
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iran | Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5
(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan.
(2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomidan tugas pembantuan.
(3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi |
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(4} Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas.
(5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
a. KepalaDinas.
b. Sekretariat, membawahkan:
1. SubBagian Programdan Pelaporan ;
2. SubBagian Umumdan Kepegawaian,
3. SubBagian Keuangan.
c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
1. SeksiPelayanan Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
2. Seksi Pengawasan Farmasi, Makanan, Minuman, Kosmetik dan Peralatan
Kesehatan.
d. Bidang Pencegahandan Pemberantasan Penyakit, membawahkan:
1. SeksiPencegahan Penyakit, Surveilens dan Imunisasi;
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2. SeksiPemberantasan Penyakit.

e. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan
1. SeksiKesehatanlbu, Anak danlLansiz;
2. SeksiGizi.

f. Bidang PromosiKesehatan dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan:
1. Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat;
2. SeksiPenyehatan Lingkungan.

g. UPTD.

h. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, Bidang dan Unif Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

(3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(5) }é?umpok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

nas.

(6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

(1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang
sosial dan tenaga kerja.

(2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas ofonomi dan tugas pembantuan.
(3) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat(2) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan
tenagakerja;
c. pembinaandan pelaksanaan tugas di bidang sosial dantenaga kerja; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(4) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas.
(5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggyngjawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

B Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008
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(1)

(1)

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 8
Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga kerja, terdiridari:
a. KepalaDinas.
b. Sekretariat, membawahkan:
1. SubBagian Program dan Pelaporan
2, SubBagian Umum dan Kepegawaian;
3. SubBagianKeuangan.

¢. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, mem bawahkan :

1. SeksiMotivasidan Pemberdayaan;
9. SeksiPelayanandan Rehabilitasi Sosial.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial, membawahkan ;

1. SeksiKesejahteraan Sosial,

2. Seksi SeksiBantuan Sosial.
e. Bidang Tenaga Kerja, membawahkan

1. SeksiProduktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja;

2. SeksiPembinaan Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Jamsostek
f. UPTD.

Kelompok.Jabatan Fungsional.

a.
Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala
UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin cleh
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertangg ungjawab kepada Kepala
Dinas. -
Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana tercanturm
dalam Lampiran Il Peraturan Daerahini,

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 9
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi daninformatika.

Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 : '
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(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tuges melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2) Dinas Perhubungan, Kemunikasi dan Informatika dalam melaksanskan fugas
sebagaimanadimaksud pada ayat (2} menyelenggarakan fungsi:
a.  perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
b. penyelenggaraan urusan pemerintshan dan pelayanan umum di didang
perhubungan, komunikasi dan informatika;
c. pembinaan dan pelaksanaan fugas di bidang perhubungan, komunikasi dan
informatika; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3} Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin aleh Kepala Dinas.
(4) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wallkota melalui
Bekretaris Daerah.
Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10
(1} Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdin dari;
a. KepalaDinas.
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan |
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
3. SubBagian Keuangan.
¢. BidangAngkutan Jalan, membawahkan :
1. SeksiAngkutan, Terminal dan Perparkiran;
2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
d. Bidang Pengendalian Operasional, membawahkan :
1. SeksiLaluLintas;
2. Seksi Bimhingan Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan.
. Bidang Tekrik Sarana Perhubungan danAngkutan Laut, membewahkan :
1. Seksi Teknik Saranadan Prasarana,
2. SeksiAngkutan Laut,
f.  Bidang Komunikasidan Informatika, membawahkan:
1. SeksiPosdan Telekomunikasi,
2. SeksiSaranadan Diseminasi Komunikasi.
s RPN
h.  Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UFTD
berada di bawah dan berfanggungjawab kepada Kepala Dinas

Lembarzn Daerah Kota Parlaman Tahun 2008 [ |
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3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin cleh Kepala
Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekst
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepaia Bidang.

5) K;Eumpak Jabatan Fungsional berada di bawsh dan bertanggungjawab kepada Kepala

inas.

6) Bagan 3Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

sebagaimana tercantum dalam Lampiran |V Peraturan Daerah ini,

Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di
bidang kependudukan dan catatan sipi,

2} Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dantugas pembantuan.

3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
b. penyelenggaraan urusan pemerintanan dan pelayanan umum di bidang
- kependudukan dancatatan sipil;
c. pembinaandan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan catatan sipil; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas.

) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12 :
4} Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Gatatan Sipil, terdiri dari:
a. KepalaDinas.
b. Sekretariat, membawahkan:
1. SubBagian Program dan Pelaporan;
2 SubBagian Umum dan Kepegawaian,
3. SubBagianKeuangan.

| Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008
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(2)

(3)

¢. Bidang Kependudukan, membawahkan :
1. SeksiPendaftaran Penduduk;
2. SeksiMutasi Penduduk.
d. Bidang Dokumentasidan Informasi, membawahkan :
1. Seksi Dokumentasi;
2. SeksiPenyuluhan,
g, Bidang Catatan Sipil, membawahkan :
1. SeksiPerkawinan dan Perceraian,
2. Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengesahan Anak.
f.  UPTD.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

-{1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UFTD

beradadibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekrefaris.

{4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
{5} Eﬂnmpnk Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
nas.
(6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerzhini.
Baglan Keenam
Dinas Pekerjaan Umum
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 13
{1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di hidang
pekerjaan umum.
{2) Dinas Pekeraan Limum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomidan fugas pembantuan,
(3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal
{2) menyelenggarakan fungsi:
a.  perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan
umur;
¢ pembinaan dan peiaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 [ {
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4) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas.
5} KepalaDinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota meialui
Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14
1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiridari:
a. KepalaDinas.
b. Sekretarial, membawahkarn:
{. SubBagianProgramdan Pelaporan |
2 SubBagianUmumdan Kepegawaian;
3. SubBagianKeuangan.
c. Bidang BinaMarga, membawahkan:
1. SeksiPembangunan Jalandan Jembatan;
5 SeksiPemelinaraan Jalandan Jembatan,
d. Bidang Cipta Karya, membawahkan
1. SeksiPerumahandan Pemukiman,
2. SeksiTeknik Penyehatan.
. Bidang Pengairan, membawafkan:
1. SeksiPengelolaan Jaringan Pengairan;
. 2. SeksiPengembangan, Pengendaliandan Konservasi Sumber DayaAir.
f.  UPTD.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

9) Sekretaria, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

'3} Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi
vang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Bidang.

5} Kelompok Jabatan Fungsional Berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

'6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekeriaan Umum sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V1 Peraturan Daerah ini.

Baglan Ketujuh
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{1}

Lembaran Daersh Kota Parlaman Tahum 2008

Dinas Tata Ruang
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Dinas Tata Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi dagrah di bidang tata ruang,
Dinas Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas octonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:

" a.  perumusan kebijakan teknis dibidang tata ruang,

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata
ruang;

c. pembinaandan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya. -

Dinas Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 16
Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang, terdiridan :
g, KepalaDinas.

b. Sekretanat, membawahkan
1. Sub Bagian Programdan Pelaporan;
2. SubBagian Umum dan Kepegawaian,
3. SubBagian Keuangan.
¢. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
1. SeksiPemetaandan Perencanaan Ruang Kota;
2. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.
d. Bidang TataBangunan, membawahkan:
1. SeksiPengarahan Arsitektur dan Konstruksi;
2. Beksi Pembinaan dan Perizinan.
&. Bidang Pertamanan, membawahkan .
1. SeksiPenghijauan Kota,
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3)
4
5)

6)

%)
(5)

2. SeksiPerawatan dan Dekorasi Kota.
f.  BidangKebersihan, membawahkan

1. Seksi Saranadan Prasarana;

2. SekslOperasional.
g. UPTD.
h. Kelompokjabatanfungsional.
Sekretarial, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Seksetaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala
UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayal {1} dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dipimpin oleh Kepala
Seksiyang beradadibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Tala Ruang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIl Peraturan Daerahini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 17

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana

otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan fugas pembantuan.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangandan aset,

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan asel,

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan
danaset, dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Walikota sesuai dengan fugas dan
fungsinya.

Dinas Pendapatan, Pengelotaan Keuangan dan Aset dipimpin olen Kepala Dinas.

Kepala Dinas Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui
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Sekretaris Daerah,
Paragraf 2
Susunan Organisast

Pasal 18

{1) Susunan Crganisasi Dinas Pendapatan, Pengelolzan Keuangan danAsel, temii e -

a. KepalaDinas.
b, Sekretariat, membawahkan -
1. SubBagian Program dan Felaporan
2. SubBagian Umum dan Kepegawaian,
3. SubBagian Keuangan.
.¢. Bidang Pendapatan, membawahkan
1. SeksiPendataan dan Penetapan,
2. BeksiPenerimaandan Penagihan,
d. BidangAnggaran, membawahkan.
1. SeksiPenyusunanAnggaran,
2. SeksiAnalisis Belanja,
g. BidangAkuntansi, membawahkan :
1. SeksiPembukuandan Pelaporan;
2, SeksiVerifkasi,
f. BidangAset, membawahkan:
1. SeksiPengeiolaanAset;
2. SeksiskuntansiAset.
g. UPTD.
h. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana mmaﬁt
(1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UFTD

beratda di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dipimypin olsh Kepaiz
Selkreiaris,

Sub Bagian yang beradadi bawah dan bertanggungjawab kepada

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin gish ¥apsia Seksl

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepata Bidang.

(5] Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjemeth kepara Kepsia

Dinas,

(6) Bagan Susunan Crganisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuengen dan Assl

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vil Peraturan Daerah il

Lembaran Daerah Kota Fardaman Tahun 2008 7
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Bagian Kesembilan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18
1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi dagrah dibidang
kebudayaan dan pariwisata.
2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dantugas pembantuan,
3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
padaayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a perumusankebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan
dan parieisata;
¢ pembinaandan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
_d. pelsksanaan fugas lain yang diberikan oleh Walikota sesual dengan tugas dan
fungsinyz.
4\ Dinzs Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin cleh Kepala Dinas.
5} Kapaia Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Sekretasis Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 20
) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiridari :
a. KepalaDinas.
b. Sekretariat, membawahkan:
1. SubBagian Program dan Pelaporan;
2. SubBagian Umum dan Kepegawaian;
3. ‘SubBagian Keuangan.
¢. BidangKebudayaan, membawahkan :
1. SeksiPengeloiaan Kebudayaan,
2. SeksiPengembangan Kebudayaan.
d. BidangPengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan |
1. SeksiSaranadan Prasarana,
2. SeksiPerizinan dan Pengawasan.
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e. Bidang Pemasarandan Kerjasama, membawahkan :
1. Seksi Pemasaran;
2. SeksiKerjasama.

f. UPTD.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(6} Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [X Peraturan Daerahini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 21
(1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi
daerah di bidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan.
(2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ofonomi dan tugas pembantuan.
(3) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a. perurnusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan:
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi,
perindusirian dan perdagangan;
€. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, perindusirian dan
perdagangan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oieh Walkota sesual dengan tugas dan
fungsinya.
(4) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas.
(5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22
(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdini dari:
a. KepalaDinas.
b. Sekretariat, membawahkan
1. SubBagian Programdan Pelaporan;
2. SubBagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Koperasi, membawahkan :
1. SeksiKelembagaan dan Bina Usaha Koperasi;
2. SeksiFasilitasi Pembiayaan Koperasi
d. Bidang Usaha Mikuo Kecil dan Menengah, membawahkan :
1. SeksiPendataan, Pembinaan dan Pengawasan UMKM;
2. Seksi Fasilitasi Pembiayaan UMKM.
e. Bidang Perindustrian, membawahkan:
1 Seksi Pembinaan, Pengembangan Industri Agro dan Hasil Laut;
9. Seksi Pembinaan, Pengembangan Industri NonAgro danAneka.
f. Bidang Perdagangan, membawahkan :
1. Seksi Bimbingan Iklim Usaha Perdagangan dan Promos;
2 SeksiPendaftaran Perusahaan dan Perlindungan Konsumen.
g. UPTD.
h. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

(3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertangg ungjawab kepada Sekretaris.

(4) Masing-masing Seksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KepalaBidang.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerahini.
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Bagian Kesehelas
Dinas Pertanian
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 23
(1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian.

(2) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeriniahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umumdibidang pertanian;
¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
. {4) Dinas Pertaniandipimpin oleh Kepala Dinas.
(5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah,
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 24
(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
a. KepalaDinas.

b. Sekretariat, membawahkan:
1. SubBagian Program dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. SubBagian Keuangan.

c. Bidang Tanamandan Hortikultura, membawahkan :

1. SeksiBina Produksi Padidan Palawija,
2. SeksiBina Produksi Hortikultura.

d.  Bidang Perkebunandan Kehutanan, membawahkan :
1. SeksiBina Produksi Tanaman Perkebunan;
2 Ee#s; Pengembangan Tanaman Kehutanan, Perindungan dan Konservasi

ahan.

e.  Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Bina Usaha, membawahkan :
1. SeksiPengolahandan Pemasaran Hast;
2. SeksiBinaUsaha.

f.  Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
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1, SeksiProduksi Peternakan;

2. SeksiKesehatan Hewan dan Kesmavet.
g. UPTD.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)
4)
(5)
(6)

(4)
(5)

(1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepale UPTD
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
\asing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berada di bawsah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas.

Bagan Susunan Crganisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran
X1 Peraturan Daerah ini.
Bagian Keduabelas
Dinas Kelautan dan Perikanan
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 25

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang
kelautandan perikanan.
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan

dan perikanan;
¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas.
Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 [ |
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(2

(3)
(4)

(6)

(1)

(2

B Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008

Kepala Dinas.
Sekretariat, membawahkan ;
1. SubBagian Program dan Pelaporan;
2. SubBagianUmum dan Kepegawaian;
3. SubBagianKeuangan.
¢. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
1. SeksiPenangkapan lkan;
2. SeksiPerizinan dan Pasca Panen.
d. Bidang Perikanan Budi Daya, membawahkan :
1. SeksiPembenihan;
2. SeksiPengembangan Budi Daya,
€. Bidang Kelautan, Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil, membawahkan :
1. SeksiBinaMasyarakat Pesisir;
2. Seksi Pesisir, Lautan dan Pulau-Pulau Kecil.

f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
membawahkan :
1. SeksiPengawasan dan Pengendalian;
2. SeksiKonservasi.
g. UPTD.
h. KelompokJabatan Fungsional.
Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala
UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi
yang beradadi bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
gghmpck Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Inas.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana fercantum
dalam Lampiran X!l Peraturan Daerah ini.

o @

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 27
Pada Dinas Daerah dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai
wilayah keria satu atau beberapa kecamatan,
Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok
jabatan fungsional.
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(3) Nomenkiatur, jumiah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksana
teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BABY
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28
(1) Masing-masing kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
fugas satuan organisasinya sesuai dengan keahliandan kebutuhan;
(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumiah tenaga fungsional yang diatur dan
ditefapkan bardasarkan peraturan perundang-undangari
(3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
(4) Jumiah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(5) Jenis danjenjang jabatan fung sional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB VI
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

' Pasal 29
Penjabaran tugas dan fungsiorganisas| dinas daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota,

BAB Vi
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama
Eselon

Pasal 30

(1) KepalaDinas adalah jabatan struktural eselon |1b.

2) Sekretaris Dinas adalahjabatan struktural eselon liia.

(3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon llic.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksidan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan
sirukiural eselon IVa.

(5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Tata Usaha Sekolah
Kejuruan adalah jabatan struktural eselon VD,

(6) Kepala Taia Usaha SLTP dan Kepaia Tata Usaha Sekolah Menengah adalah jabatan
sirukiural eselon Va.
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Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Balam Jabatan

Pasal 31
Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala
Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian pada UPTD, Kepala Tata Usaha Sekolah
Kejuruan, Kepala Tata Usaha SLTF, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah dan Kelompok
Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 32
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah
daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-
masing.

Pasal 33

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan
bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperiukan sesual
dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasian
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya;

(3) Sefiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat
padawakiunya.

Pasal 34

(1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan;

(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laoran wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

Pasal 35
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam
rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat
berkala.

§ Lembaran Daerah Kota Pasiaman Tahun 2008
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BAB VHI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Segala biaya yang dikeluarkan akibat disahkannya peraturan daerah ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah.

Pasal 37

(1) Pada saat peraturan daerah ini mulal berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pariaman
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan,
Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomaor 14 Tahun
2004 tentang Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan,
Peraturan Daerzh Kota Panaman Nomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kena Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, Peraturan Dagrah
Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2004 fentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, Peraturan Daerah
Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Tenaga Kerja dan Peraturan Daerah Kota Pariaman
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan,
dicabut dan dinyatakan tidak beriaku lagi;

(2) Halhal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kola Pariaman.

Ditetapkandi: Pariaman
padafanggal: 3Maret 2008

LIKOTAPARIAMAN

MAHYUDDIN

Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 26 I



CRGANISAS] DAN TATA KER.A DINAS DAERAH

Diundangkan di Parlaman
padatanggal 3Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

LEMBARANDAERAH KOTAPARIAMAN TAHUN 2008 NOMOR: 4

B Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LAMPIRANII : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

39

ORGANISAS] DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DINAS KESEHATAN NOMOR {3 TAHUN 2008
KOTA PARIAMAN TANGGAL 3 Maret 2008
KEPALA DINAS
KELOMPOK ———————  SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL i
| |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM DAN UMUM DAN el
PELAPORAN KEPEGAWAIAN
. T 3
BIDANG BIDANG
FELAYANAN KESEHATAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN KESEHATAN KELUARGA PROMOS! KEGEHATAN DAN
PENYAKIT KESEHATAN LINGKUNGAN
H | | e
BEKS] SEKSI
PELAYANAN KESEHATAN SEKSI e R FROMOS! KESEHATAN DAN
DAN JAMINAN PEMELIHATAAN PENCEGAHAN PENYAKI : UPAYA KESEHATAN BER
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SEKS
iy e sl A oK
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KESEHATAN '
ViALIKOTA PARIANMAN

UPTD

— GARIS KOMANDO
E GARIS KODRDINASI

MAHYUDDIM
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ORGANISASE DAMN TATA KERJA DINAS DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASK

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

MOMOR ;3 TAHUN 2008
KOTA PARIAMAN TANGGAL : 3 Maret 2008
KEPALA DINAS
KELOMPOK SEKRETARIAT
JABATANFUNGSIONAL] | i T I 1 .
| 1
_ SUB BAGIAN SUB BAGIAN
# PROGRAMDAN | | UMUMDAN | | EUARGAN
PELAPORAN KEPEGAWAIAN
e e e A S e B " .
BIDANG BIDANG BIDANG
KEPENDUDUKAN DOKUMENTAS| DAN INFORMASI CATATAN SIPIL
ﬂ ] 1
SEKSI
SEXSI SEKS!
PERKAWINAN DAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DOKUMENTASI PERCERAIAN
SEKSI SEKSI _ SEKSI
KELAHIRAN, KEMATIAN DAN
MUTASI PENDUDUK PENYULUHAN ﬂ_,.m____.,,__mm____.:b___z ANAK
LIKGTA PARIAMAN

—— GARIS KOMANDO
...... GARIS KOORDINASI

UPTD

MAHYUDDIN
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CRGAMESASE DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

disampaikan kepada satuarn organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungankerja.
Pasai 27

Dalam melaksanakan tugas sefiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam

rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat
berkala. "

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Segala biaya yang dikeluarkan akibat disahkannya peraturan daerah ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 29

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan daerah kota Pariaman
nomor 20 tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan perencanaan
pembangunan daerah, peraturan daerah kota pariaman nomor 21 tahun 2004 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas, Peraturan Daerah Kota
Pariaman Nomor 22 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Badan Kependudukan,
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 23
Tahun 2004 tentang Kantor Kepegawaian, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kantor Pendapatan Daerah, Peraturan Daerah Kota Pariaman
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata,
Seni dan Budaya, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Peraturan
Naerah Kota Pariaman Nomor 27 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Fetlindungan Masvarakat dan Pemadam Kebakaran
dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 28 Tahun 2004 teniang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagl; _

(2) Hakhal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
nelaksanaannyadiatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

B Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008



ORGANISASE AN TATA KERJA LEMBAGA TEEMIS DAERAH

Pasal 30

Peraturan Daerahini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkandi :Pariaman
padatangga :3Maret 2008

WALIKOTA PARIAMAN

MAHYUDDIN

Diundangkan di Pariaman

NIP. 410005020

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2008 NOMOR.: 4
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DRGANISASE DAN TATA KERJA LEMBEAGA TEXNIS DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANIEASE
INSPEKTORAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

WO 4 TAHUN 2008
KOTA PARIAMARN TANGGEAL 3 Maret 2008
INSPEKTORAT
llllllllllllllllllllllllllll mmﬂﬂﬂﬂmq}m-}dl
| Foeb—
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KELOMPOK WALHKOTA PARLARMAN
JABATAN FUNGSIONAL
. GARIS KOMANDO ik
...... GARIS KOODRDINASI
MAHY L DO
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CRGANISAS! DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIE DBERAH

BAGAN SUSUNAN ONGANISASL

LAMPIRAN III ; PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AN PEMERINTAHAMN DESA NOOR 4 TARHUN 2608
KOTA PARTAMAM TAHGGEAL 3 Marer 2008
KEPALA BADAN
KELOMPOK = — SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL _ : : ;

I
m SUB BAGIAN SUR BAGIAN
| | procrampan | | umumpan || KEUANGAM
m PELAPORAN | | KEPEGAWAIAN
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BIDANG BIDANG
USAHA EKONOMI KEMASYARAKATAN KELEMBAGAAN SOSBUD BIDANG KOMUNIKASI
DN TEKNOMLOG! TEPAT GUNA PEMERINTAHAN DESA
| ] |
SUB. BIDANG SUB. BIDAKG SUB. BIDANG
TATA PEMERINTAHAN DESA
USAHA EKONOMI KELEMEAGAAN Livsampfont
SUB. BIDANG SUB. BIDANG SUB. BIDANG
TEKNOLOGI TEPAT GUNA =1 SOSIAL BUDAYA PENDAPATAN DESA DAN
) KELURAHAN

— GARIS KOMANDO
11111 GARIS KDORDINAST

UPTHE M”_

WA LIKOTA PARIAMAN

MAHYUDDIN

B Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008



CRGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TERKEE DAERAH

BAGAN SUSUMAN ORGAMISASE

LAMPIRAN ¥ :

PERATURAN DAERAH HOTA PARIAFIAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH MOMOR 1 4 TAMUN 2008
KOTA PARTAMAN TANGGAL : 3 Maret 2008
KEPALA BADAN
[ KeLompok - SEKRETARIAT|
| JABATAN FUNGSIONAL ; ! _
i | suBBAGAN | | SUBBAGIAN
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_ ] E———
SUB. BIDANG DIKLAT SEKSI POS DAN
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SUB. BIDANG DIKLAT SEKSI SARANA DAN
SUB, BIDANG MUTASI JABATAM DISEMINASI
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— GARIS KOMANDO
111111 GARIS KOORDINASI

UPTB

WALIKOTA PARIAMAN
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FlA LEMBAGA TEKALS DAERAH

ORGANIEAS] DAk TATA K

BAGAN SUSUNAN ORGANISAST LAMPIRAN VII :FERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
KANTOR LINGEKUNGAN HIDUP MOMOR 1 & TAHUN 2008

KOTA PARLAMAN TANGGAL : 3 Maret 2008

‘KEPALA KANTOR

KELOMPOK ——————————{ SUB BAGIAN
JABATAN FUNGSIONAL TATAUSAHA
SEKSI SEKSI SEKSI
PENGELOLAAN LIMBAH PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN KONSERVASI SUMBER

B3 DA PENCEMARAN DAYA ALAM

WALIKOTA PARIAMAN

—__ GARIS KBMANDO '
=t GARIS KOORDINASI
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ORGANISAS] TAN TATA KER 1A LEMBAGA TERNIS DAERAH
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